
 

 

BUPATI JOMBANG   
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JOMBANG 

NOMOR 123 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN 
KERJA  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

 

Menimbang :   a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan 
salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil 
Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria 

dan indikator penilaian yang terukur; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan 

Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN 
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan 
berpedoman pada Peraturan Pemerintah; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 900 -4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan 
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Daerah mengamanatkan, Pemerintah Daerah 
menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai 
negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dengan 

Peraturan Kepala Daerah; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu 
mengatur Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah 

Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa 

Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa 
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6264); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6322); 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 
2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam 

Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah ; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 
2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 

2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2023 Nomor 12/D); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 

2022 Nomor 6/A); 

10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 
Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Jombang 
(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 

4/E); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN 

PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN JOMBANG 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

1.  Daerah adalah Kabupaten Jombang 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Jombang. 

3. Bupati adalah Bupati Jombang 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah. 

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia 
yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu 

dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang. 

8. Prestasi Kerja merupakan capaian kinerja dan 
produktivitas kerja yang memberikan dampak terhadap 
keberhasilan kinerja Perangkat Daerah. 

9. Beban Kerja adalah jumlah jam kerja yang digunakan atau 
dibutuhkan ASN untuk merampungkan suatu pekerjaan 

dalam waktu tertentu. 

10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya 

disingkat TPP adalah tambahan penghasilan di luar gaji 
dan tunjangan jabatan ASN yang dianggarkan dalam 

APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. 

 

BAB II 

PENETAPAN BESARAN TPP BAGI PPPK 

Pasal 2 

Penetapan besaran TPP bagi PPPK ditetapkan sesuai dengan 
Peraturan Bupati Jombang Nomor…… Tahun 2023 tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. 

 

Pasal 3 
(1) TPP bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dianggarkan dalam APBD pada Perangkat Daerah sesuai 
dengan kemampuan keuangan Daerah. 
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(2) TPP bagi PPPK diberikan setiap bulan berdasarkan : 
a. Beban Kerja; dan 

b. Prestasi Kerja 
(3) TPP bagi PPPK berdasarkan Beban Kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan 
ketentuan : 

a. Diberikan kepada PPPK yang melaksanakan tugas 
melampaui beban kerja norma minimal 112,5 (seratur 
dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu 

normal minimal170 (seratus tujuh persen) jam 
perbulan; 

b. Diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen); dan 
c. Dihitung berdasarkan rumus : 

ARPPBK = (N% X B TPP Kab) 
(4) TPP bagi PPPK berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan sesuai dengan 

capaian kinerja dan produktivitas kerja, serta dampaknya 
terhadap keberhasilan kinerja Perangkat Daerah. 

(5) Pemberian TPP bagi PPPK berdasarkan Prestasi Kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 

berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan tidak 
mengikuti perhitungan skor komponen yang menjadi 
dasar pembagian kelompok Perangkat Daerah. 

(6) Besaran TPP PPPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
 

Pasal 4 

Komponen Tambahan Penghasilan Pegawai, mekanisme 

pemberian tambahan penghasilan pegawai, pengurangan dan 
format lampiran yang berkaitan dengan tambahan 
penghasilan pegawai bagi PPPK merujuk pada Peraturan 

Bupati Nomor 124 Tahun 2023 tentang  Tambahan 
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Jombang.  

 

BAB III 

PEMBIAYAAN 

Pasal 5 

Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan 
pemberian TPP bagi PPPK dibebankan pada masing-masing 

DPA/DPPA Perangkat Daerah yang memiliki PPPK 
 

 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Jombang Nomor 92 Tahun 2022 tentang Tambahan 

Penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah 

Kabupaten Jombang Tahun 2022 nomor 92/E), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannnya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang. 

 

 
 Ditetapkan di Jombang  

                                                                 Pada tanggal 29 Desember 2023 
Pj.BUPATI JOMBANG, 

 
                      ttd 

 
 

                 SUGIAT 

Diundangkan di Jombang 
Pada tanggal 29 Desember 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN JOMBANG, 

 

            ttd 

 

    AGUS PURNOMO 

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 123/E 
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